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PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI] ENERGI] DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

.

bahwa wuntuk meningkatkan minat investasi pada
kegiatan usaha minyak dan gas bumi, perlu
penyederhanaan terhadap beberapa peraturan
perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimang
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Energl dan Sumber Daya
Mineral, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi,
dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Terkait Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234}




Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1332)
sebaganimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, PERATURAN
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DAN KEPUTUSAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TERKAIT
KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUML

Pasal 1

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

¥,

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
02/P/M/Pertamb/ 1975 tentang Keselamatan Kerja pada
Pipa Penyalur serta Fasilitas Kelengkapan untuk
Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi di Luar Wilayah
Kerja Pertambangan Minyvak dan Gas Bumi:

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1454 K/30/MEM /2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyvak
dan Gas Bumi;

Peraturan Menten Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 0008 Tahun 2005 tentang Insentil Pengembangan
Lapangan Minyak Bumi Marginal;



10.

31

Peraturan Mentenn Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 0044 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu,

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 026 Tahun 2006 tentang Penyediaan Bahan Bakar
Minyak dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelavaran
Nasional;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kewajiban
Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi Dalam
Negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya
Regiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak
Dapat Dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja
Sama;

Peraturan Menteri Encrgi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan
Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58);
Peraturan Mentenn Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penggunaan Tenapga Kerja Asing dan Pengembangan
Tenagn Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan
Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1251);

Pernturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1130): dan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Tata
Kelola Barang Milik Negara pada Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1123),

dicabut dan dinyatakan tidak berlalo.



Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari{ 2018
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Diundangkan di Jakarta
pada tangpgal ? Februari 2018
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